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2. Positivisme

Aliran positivisme dominan di abad 19, teorisasi mengenai adanya suatu tatanan
hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme. Hukum harus
dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran
dikembangkan. Dalam teoretisi positivis tersebut terdapat nama-nama besar seperti Hans
Kelsen, H.L.A Hart, Lon Fuller, John Austin dan Dworkin.*

Olivecrona says that legal positivism connotes the view that all law is positive in the
sense of being an expression of the sense of being an expression of the will of a supreme
authority.?

Pound lists the following characteristics of the analytical school?’
They consider developed systems only.
Law is consciously made by legisiators or judges.
Sanction is necessary.
The typical law is statute.

Their philosophical views are utilitarian or teleological.
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They are not willing to examine the premises or square law with social needs.
Other jurist add to this list the following characteristics of positivists.*

They keep law and morals separate.

They are opposed to natural law theories. (except Professor Hart)

Positivism thrives on stables condiitions of societies.

They emphasize on the formal study of law.
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Positivists hold that the analysis of legal concepts is worth pursuing as distinct from
soclological and historical enquiries or critical evaluation.

6. They also hold that decisions can be deduced logically from predetermined rules without
recourse to extraneous ideas like social aims, purposes, policies or morality.

7. Positivism stands for analysis, love of order, precision, systematic study of law.
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8. They do acknowledge the influences of ethics and morality on the development of law
but they want to separate them just for the sake of study.

Positivisme sebagai sebuah mainstream menempatkan dirinya dalam posisi sulit
dibela, oleh karena pandangan-pandangannya terhadap hukum yang sangat simplistic jika
harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Artinya,
positivisme hanya bisa melihat persoalan secara “hitam putih”, sementara problem yang
dihadapi dapat menjadi sangat kompleks justru karena manusia pada dasarnya berbeda.’

3. Utilitarianisme

Utilitarianism Is a philosophy which was popularized in England by a number of
thinkers. Notably amongst them were Jeremy Bentham and J.S Mill. Utilitarianism means
that everything should be viewed with a view of utility which a thing offers. In
ethics it means that rightness or wrongness of an action depends only on the total goodness
or badness of the consequence of an act on the welfare of all human beings or all sentient
beings. Smart takes the view that utilitarianism may be either act-utilitarianism or rule-
utilitarianism. The former means that the rightness or wrongness of an action is to be
Judged by the consequences, good or bad, of the action itself whereas the latter means
that the rightness or wrongness of an action is to be judged by the goodness and
badness of the consequences of a rule which says that every one should perform
the action in like circumstances.’

Seperti yang telah disebut di atas, tokoh aliran ini salah satunya adalah Jeremy
Bentham (1748-1832). Bentham believed in the philosophy of utilitarianism. He defined it as
the principles of the greatest happiness of the greatest number of people. To him the
springs of human actions were pleasure and pain. Man by nature follows pleasure and
discards pains.”

Bentham mengatakan bahwa hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan
manusia. Tapi bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan itu?
Menciptakan kebebasan maksimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik
baginya. Cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan individu. Hanya
dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, si individu dapat maksimal meraih
kebahagiaan. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Selain itu, untuk menghindari pengejaran kebebasan yang tak terkekang,
Bentham mengintroduksi konsep “tahu diri”. Dari sinilah Bentham menghubungkan hak-hak

individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ini memungkinkan
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terwujudnya kebahagiaan maksimum bagi orang-orang lain, sekaligus (secara tidak
langsung) kebahagiaan bagi si individu secara pribadi. Dengan “tahu diri”, tiap-tiap orang
saling toleran akan inisiatif dan kebebasan masing-masing dalam meraih kebahagiaan.
Masing-masing individu tahu mana titik toleransi yang harus dipertahankan dalam meraih
kebahagiaan serta menghindari kesusahan. Titik dimaksud, adalah ini: ketika tiap orang
menjaga dirinya sendiri, ketika tiap orang tahu hak dan kewajibannya sebagai sesama
individu-individu yang butuh kebahagiaan, dan ketika tiap orang sadar bahwa tidak seorang
individu yang mau menderita, maka kepentingan umum pun (yang tidak lain adalah
individu-individu dalam masyarakat) juga akan terjamin. Oleh karena itu, hukum harus
mampu menyokong penghidupan materi yang cukup pada tiap individu, mendorong
persamaan, memelihara keamanan, dan meraih hak milik.®

Teori Bentham tersebut mendapat kritikan yang tak lain oleh muridnya sendiri, John
Stuart Mill. Teori Bentham dianggap terlalu naif yang menganggap seolah tidak ada
pertentangan antara kegunaan individu dan kegunaan umum. J.S Mill berpijak pada
kepentingan umum. J.S Mill menghubungkan kepentingan umum dengan keadilan. Konsep
“tahu diri” Bentham, sebenarnya bermakna setengah menutupi pengakuan bahwa dalam
kehidupan sosial terdapat eselon nilai-nilai-nilai, yaitu ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan
nilai-nilai yang lebih rendah. Di mata Mill, “tahu diri” merupakan perwujudan nilai-nilai yang
tinggi yang berwujud rasa adil. Perasaan individu akan keadilan membuat ia
mempertimbangkan kepentingan orang lain, bahkan menempatkannya sebagai yang utama.
Karena rasa keadilan inilah, maka orang menyesalkan tindakannya yang tidak baik kepada
orang lain. Di bawah rasa keadilan, perilaku kita akan sedemikian rupa sehingga semua
makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan orang lain. Mill
terkenal dengan ungkapannya the greatest good of the greatest number . Institusi sosial
dikatakan adil jika kegunaan diabdikan untuk memaksimilasi keuntungan sebanyak mungkin
orang (rata-rata orang). Berbeda dengan Bentham yang tekanannya pada kepentingan
individu.’

Akan tetapi, utilitarianisme Mill ini mendapat kritikan dari John Rawls, yang
berpandangan bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut utilitarianisme Mill, orang-
orang itu akan kehilangan harga diri, dan lagi pula, pelayanan demi perkembangan bersama
akan lenyap. Boleh saja orang diminta berkorban demi kepentingan umum, tetapi tidak
dapat dibenarkan bahwa pengorbanan tersebut pertama-tama diminta dari orang-orang

yang kuran beruntung dalam masyarakat. Susunan dasar masyarakat di mana pun selalu
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ditandai oleh ketimpangan, ada yang lebih diuntungkan dan ada yang kurang diuntungkan,
dalam situasi tersebut, diperlukan penanganan yang adil. Keadilan bukan terletak pada ada
tidaknya simpati seperti yang dikira Bentham, juga bukan memaksimalkan kegunaan bagi
sebanyak mungkin orang seperti diduga Mill. Sebaliknya justru keadilan terletak pada
“kepemihakan” yang proporsional terhadap mereka yang paling tidak beruntung. Tapi
kepemihakan itu tidak boleh membuat orang lain menderita, dan juga tidak boleh membuat

yang bersangkutan jadi parasit.*
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